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PUTUSAN
Nomor 369 K/TUN/LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus
sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

(WALHI), tempat kedudukan di Jalan Tegal Parang Utara,

Nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh

Nur Hidayati, dan kawan, jabatan Ketua Pengurus Yayasan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Muntagien, S.H.,

dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia,

Para Advokat pada Tim Advokasi Pengabdi Lingkungan

Hidup dari Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Eksekutif Nasional, beralamat di Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan
Medan Merdeka Selatan, Nomor 18, Jakarta Pusat,
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hufron Asrofi, S.H.,
M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6 Ks/06/-
MEM/2018, tanggal 2 April 2018;

IIl. PT MANTIMIN COAL MINING, beralamat di UOB Plaza
Thamrin Nine 30th Floor Unit 2A, Jalan M.H. Thamrin
Kav. 8-10, Jakarta, yang diwakili oleh Amit Ganguly,
jabatan Presiden Direktur PT Mantimin Coal Mining;
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Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Zulfikar,
S.H,
dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan
Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Mataram
Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018;

Termohon Kasasi | dan Il;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon Kkepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017
tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap
Kegiatan Operasi Produksi;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara
berupa: Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember
2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining
Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat Il Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:
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1. Kompetensi absolut pengadilan;

2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam
mengajukan gugatan;

3. Gugatan Penggugat prematur dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi
Penggugat;

4. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Eksepsi Tergugat Il Intervensi:

1. Kompetensi absolut pengadilan;

2. Gugatan Penggugat prematur;

3. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk
mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor
47/G/LH/2018/PTUN.JKT, tanggal 22 Oktober 2018, kemudian di tingkat
banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT, tanggal
14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2019, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara
lisan pada tanggal 2 April 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori
Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada
tanggal 15 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
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2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Maret 2019
juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
47/G/LH/2018/PTUN.JKT, tanggal 22 Oktober 2018;

4. Mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat I
Intervensi/Terbanding tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

3. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa
Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap
Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT
Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;

3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 441.K/30/DJB/-
2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining
Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;

4. Menghukum Termohon Kasasi |/Terbanding/Tergugat dan Termohon
Kasasi Il/Terbanding/Tergugat Il Intervensi untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);
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Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon
Termohon Kasasi | dan Il telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada
tanggal 29 April 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi
dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena
Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan
pertimbangan sebagai berikut:

— Bahwa terlepas dari pilihan forum penyelesaian sengketa yang disepakati
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Tergugat Il Intervensi
sebagaimana dimuat dalam Pasal 26 Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batu Bara (PKP2B), fakta hukum menunjukan bahwa
berdasarkan Pasal 45 angka 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Tergugat telah
menerbitkan Keputusan Penyesuaian Tahap Kegiatan PKP2B Tergugat Il
Intervensi Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi (objek sengketa),
dan keputusan a quo memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka
7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

— Bahwa sebagian areal tambang PT Mantimin Coal Mining (PT MCM)/
Tergugat Il Intervensi berada di kawasan kars yang merupakan kawasan
lindung geologi. Apabila kawasan tersebut dilakukan eksploitasi, maka
berpotensi merusak fungsi aquifer air, karena ekosistem kars memiliki
fungsi aquifer air alami, sebagai penampung dan penyalur air bagi

wilayah di sekitarnya;
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— Bahwa areal tambang PT MCM juga berada di Pegunungan Meratus
yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015-2035, dan di pegunungan tersebut melintas Sungai
Batang Alai yang dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, perikanan dan
sumber air minum, sehingga apabila dilakukan eksploitasi berpotensi
terganggunya sumber air;

— Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa
bertentangan dengan:

a. peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 21 ayat (3) huruf g
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 52 ayat (5) huruf ¢ juncto Pasal
53 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Pasal 56 ayat
(1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2015-2035;

b. asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kehati-hatian
(precautionary principle);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut
Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan
kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Maret

2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT, tanggal 22 Oktober 2018, tidak dapat

dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung

mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di

bawah ini;
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Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan
mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang
dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan
sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi | dan Il dihukum membayar
biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017
tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2015-2035, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN
WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI);

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Maret 2019, yang
menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
47/G/LH/2018/PTUN.JKT, tanggal 22 Oktober 2018;

MENGADILI SENDIRI:

. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi;
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1l Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017
tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining
Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara berupa Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4
Desember 2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal
Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi;

4. Menghukum Termohon Kasasi | dan Termohon Kasasi || membayar
biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat
kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,
C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,
M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd. ttd.
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Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irffan Fachruddin, S.H.,
C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi Rp 484.000,00
Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 369 K/TUN/LH/2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



